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SALINAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURANBUPATI TANAHLAUT
NOMOR 91 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSISERTA TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Noor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang
Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor
235);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANGKEDUDUKAN, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalamUndang-UndangDasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat
kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah
kabupaten  untuk = melaksanakan sebagian = Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Tanah Laut.



BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh
Sekretaris Daerah.

(2) Staf Ahli berjumlah paling banyak 3 (tiga).
(3) Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi
persyaratan.

Pasal 3

StafAhlisebagaimanadimaksudpadaayat (2) membidangi :
1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;

2) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
dan

3) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud Pasal 3 mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada
Bupati sesuai bidang:

a. bidang pemerintahan, hukum dan politik memberikan
rekomendasi mengenai pemerintahan, hukum dan
politik;

b. bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia

memberikan rekomendasi mengenai kemasyarakatan dan
sumber daya manusia;dan

c. bidang pembangunan, ekonomi dan = keuangan
memberikan rekomendasi mengenai pembangunan,
ekonomi dan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Staf Ahli mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penelahaan masalah sesuai dengan
bidang tugasnya;

b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya; dan

C. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud pasal 4, Staf Ahli di bantu oleh Sub Bagian Tata Usaha
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pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah
Laut.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli:

1) berkoordinasi, bekerja sama dan saling berkonsultasi dengan
Staf Ahli lainnya dalam menangani masalah-masalah yang
menyangkut bidang tugas dan fungsinya.

2) berkoordinasi, bekerja sama dan saling berkonsultasi dengan
seluruh perangkat daerah dan instansi vertical lainnya yang
mempunyai kaitan dengan tugas pokok dan fungsi masing-
masing.

3) Menyampaikan laporan seluruh hasil kegiatan kepada Bupati.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Staf Ahli
dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang - undangan
yang berlaku.

BAB VI
JABATAN

Pasal8

Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan
pimpinan tinggi pratama.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan
fungsi Staf Ahlidibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penjabaran Uraian Tugas Staf Ahli Laut diatur dengan Peraturan
Bupati tersendiri.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasalll

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua
peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur
hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) PeraturanBupatiinimulaiberlaku padatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI TANAH LAUT,
ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 91



